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PERATLRAN DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAQ

NOMOR 30 TAHUN 2004
TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHNA ESA
BUPATI ROTE NDAO

bahwa dengan beriakunya Undang -- undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah, maka Daerah diberi kewenangan untuk mengurus dan
mengatur daerahnya sendiri;

bahwa dengan ditetapkannya Undang - undang Nomor 34 tahun 2000 tentang
perubahan atas Undang-undang Nomor [8 tahun 1997 tentang Pajak Dacrah dan
Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Dacrah dan
Retribusi Daerah harus sesuai dengan Undang-undang di maksud;

bahwa Retribusi Pelayanan Terminal merupakan salah satu pendapatan yang
penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan
untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab;
bahwa schubungan dengan hal terscbut pada huruf ab,dan ¢ di aias, maka periu
ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao tentang Retribusi Pelayanan
Terminal

Undang - undanyg Nomor 13 Tahun 1980 tentang tentang Jalan (Lembaran Negara
Tabun 1980 Nomor 49 Tambahan Lembaran Megara Nomor 3186)

Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Newara iahun 1981 Nomor 76 Tembahan Lembaran Negara

Nomor 2861);

Undang-undang Nemor 14 Tahun 1992 tentang Laluiintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor
3480)

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah  (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3685);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemcrintahan Daerah
(Lembaran Negara ‘Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara
Nomor.3029).

Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah  pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao
di Prop. NTT (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 22 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4148) Propinsi N,

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Undung-undany
Nomor 8 Tahun 1981 Nomor 6 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 33258):
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 (entang penyerahan sebugian urusi
Pemerintah dalam Bidang lalulintas Angkutan Jalan kepada Dacrah Tingkat I don
Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26 Tambahar Lembaran
Negara Nomor 3410);

Peraturan Pemicrintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalulintas
Jalan (Lembaran Negata Tahun 1993 Nomor 63 Tambahan Lembaran Nepara

Nomaor 1322y



I'l. Peraturan Pemerintah  Nomor 25  Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi  sebagar  Daerah Otonom ( Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ),

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4139).

13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas
didukung kegiatan Lalulintas dan Angkutan Jalan.

14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas

7' perparkiran untuk umum;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang bentuk Peraturan
Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan. !

16. Keputusan Mentert Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 1997 tentang penyidik
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

' 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur

Pengesahan Peraturan Daerah, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Dacrah.

; IS, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata

Cara Pemungutan Retribust Daerah,

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tarte
Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah.

20 Keputusan Menten Dalam Negeri Nomor |19 Tahun 1998 tentang ruang hngkup
dan jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat | dan Daerah Tingkat I1.

21. Peraturan  Dacrah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2003 tentany
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ROTE-NDAO

- Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal |

i Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
ibupaten adalah Kabupaten Rote Ndao
erintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao

ipati adalah Bupati Rote Ndao. o = .
babat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan

raturan perundang-undangan dacrah yang berlaku;

Bdan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perscroan Terbatas (PT), Perseroan
bmanditer (CV) dan Perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah d;ngan nama
An bentuk apapun dengan bentuk apapun Persckutuan sejenis, lembaga dana Pensiun, bentuk

kaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

frkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara.

fempat hhusus parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan dan / atau dikelola Qlelz
emerintzh Daerah vang meliput peralatan / lingkungan parkir, taman parkir dan gedung parkir.
endaraan bermeror adalah Kendaraan yang digerakan oich peralatan lcknik yang berada pada
fndaraan ity ermasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan vang dirangkatkan dengan

endaraan bermotor, .
etribusi jasa- usaha adalah retribusi atas Jasa vang disediakan oleh pemerintah dacrah dengan
b cngunuf prinsip-prinsip komersal Karein pada dasarnya dapat pula discdiakan oleh sektor
Bwasta,

Retribusi tempat Khusus parkin vang scianjuinya disebut reinbusi adalah ;\Cl1ﬁl)f1_\'11.l'L!n atas
pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dumiliky dan atau dll‘:'Ci'\)i'.l oleh
emerintah Daerah. tidak termasuk vang disediakan dan dikelola olch Perusahaan Daerah dan

Pihak swasta. ,
ajib retribust adalah orang pribadi atau yang menurul peraiuran perundang-undangan retribus

iwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.



asa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib
bretribusi untuk memanfaatkan tempat khusus parkir.

Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutiiya disingkat SPORD, adalah surat vang
fdigunakan oleh wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi vang
iterutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

fiSurat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang

gnentulan besarnys Jumlsh fetribusi yang terutang,
#Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat

. SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah
Editeritukan.

Bt Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat
fkeputusan yang meneritukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi
Elebih besar daripada retribusi yang terutang atau yang tidak seharusnya terutang,

‘4 Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjunya disingkat STRD, adalah surat untuk melakul:an
i tagihan retribusi dan / sanksi administrasi berupa bunga dan / denda.

81 Surat Keputusan keberadaan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen
¥ lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.

. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan
§ atau keterangan lainnva dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi
F daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi dacrah.

£ daerah yang terjadi serfa menemukan tersangkanya.

BAL 1]
IAMA OBYEK-DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama retribusi empat Khusus parkis dipungut retribuss sebagar pembavaran atas pelay anin
f'n)'u]m mn tempat parkee vang secara Khusus disediakan oleh Pemerintah Dacrah

Pasal 3

',) Obvek retribusi adulih pelavanan penvediaan tempat khusus parkir vang mehpuu

a  Pelataran Lingkungan parkir

b. Taman parkir

¢. Gedung parki

£2) Tidak termasuk obvek retribus adalah tempat khusus parkir vang dimifiki dan atau dikelola oich
pithak lain sepert dikompleks ataw lokasi rumaly ibadah dan sekolah

Yasal 4
Subyek retribust adalah erang pribadi dan ¢ atau badan vang memanfaatkan tempat Khusus parkar

BAR I
PRINSIF DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 5

Prinsip dan sasaran dalam penctapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk
memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas ditertina oleh pengusala
(:J(.ms yang beropeasi secara clisien dan beorientasi pada harga pasar.

BAB 1V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6
ingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi dan jangka waktu penggunaan tempat khusus
parkir




BAB V
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

b
/

Pasal

. Jenis kendaraan bermotor Tarif

-

- Sedan, Jeep, Mini Bus,Bus, Truk | Rp. 1000,-/sekali parkir

- Alat-alat besar dan sejenisnya Rp. 1.500 -/sekali parkir

- Sepeda Metor Rp. 500.-/sekali parkir
L)

- Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up Rp. 1.500,-/sekali park:r
dan sejents.

- Bus, I'ruk, Alat-alat besur dan Rp.2.000,-/sekalt parki
sejents
- Sepeda Motor. Rp. 1.000,-/sekali parkir
BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal &

BAB. VI
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TEERUTANG
' Pasal 9

Pasal 10

BAB VIl
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 11

¥ajib retribusi wajib mengist SPDORD

BDORD scbagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus dusi dengan jelas. benar dan
Ehgkap serta ditandatangani olch wajib retribusi atau kuasanya.

BEntuk, isi serta cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagarmana dimaksud pada ayat
B pasal ini ditetapkan oleh Bupati

BAB [X
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

B8rdasarkan SPDDORD sebagiimana dimaksud pada pasal 12 avatc Dy dietaphan retnbie
Brutang dengan menerbithan SKRD atau dokumen kun vang dipersimakag

BAI3 X
FATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13




i BAB X|
SANKS! ADMINISTRAS]
Pasal 14

i.lam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan
ksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang
W kurang di bayar dan ditagib dengan imenggunakan STRD, '

BAB XII
" TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 15
|
. Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus di muka.
- Untuk retribusi yang terutang berdasarkan jangka waktu pemakaian pembayaran retribusi
dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu pemakaian.
. Retribusi yang terutang dilunasi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

L]

s BAB XIII
KEBERATAN
Pasal 16

| Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk
! atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDBT, dan SKRDLB.
l Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan

yang jelas. -
. Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi wajib retribusi harus
y dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
| Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Bulan sejak tanggal,
SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKRT, dan. SKRDLB diterbitkan,
kecuali apabilan wajib retribusi tertentu dapat mengajukan bahwa jangka waktu itu tidak
dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3)
tidak dianggap sebagai surat keberatan schingga tidak dipertimbangkan;

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan
penagihan retribusi.

Pasal 17

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) Bulan sejak tanggal surat keberatan
diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. _

. Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya ataw sebagian.

-menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

 Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan chulu Dacrah
tidak memberikan suatu keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan

BAB XIV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 18

Atas kelebihan pembayaran retribusi wajib dapat mengajukan permohonan  pengembalian

kepada Bupati. - |
Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (eram) bulan sejak diterimanya
permohonan kelebihan pembayaran  retribusi schagaimana  dimaksudkan  padaavat (1)

pasal ini harus memberikan keputusan _——
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampauwt  dan  Kepaia
Daerah tidak memberikar suatu keputusan, permohonan  penganibilan kelebihan retribus

dianggap dikabulkan dan SKRDLD harus diterbitkar dalam  jangka  wakte paling lame

(1) hulan




retribust  lainnya,  kelebihan  pembayaran

Babila wajib retribusi mempunyal  utang
(1) langsung diperhitungkan untuk melunasi

Rribusi sebagaimana  dimaksud pada avat
Flebih dahulu utang retribusi tersebut.
Bngambilan kelebihan pembayaran retribusi scbagaimana  dimaksud  pada
‘akukan dalam jangka waktu paling lama (2] bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
babila pengambilan kelebihan pembayaran retribusi  dilakukan setelah lewat jangka waktu
) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen)  sebulan
fas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

ayat (1)

Pasal. 19

 1 Nama dan Alamat wajib retribusi;

Masa retribusi

Besarnva kelebihan pembayaran

B Alasan yang singkat dan jelas.

Permohonan  pengambilan  kelebihan  pembayaran retribust  disampaikan  sccara

Btau melalui Pos tercatat
Bukti penerimaan oleh Pejabat Dacrah atau bukti pengiriman Pos tercatat merupakan

langsuny

Pasal 20

Pengambilan kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar

kelebihan retribusi.

Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya
sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1), pembayaran dilakukan dengan cara memindah
tbukukan dan bukti pemindahan bukan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 21

upati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi

atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal (1) den
uan wajib retribusi antara lain untuk mengangsur.

a dimaksud pada ayat (1) pasal ini antara lain diberikan kepada
kutan khusus korban bencana alam dan atau kerusuhan.
cetribusi ditetapkan oleh Bupati

Pemberian pengurangan
fmemperhatikan kemamp
Pembebasan retribusi sebagaiman
wajib retribusi dalam rangka pengang
flata cara pengurangan keringanan dan pembebasan r

gan

BAB XVI
KADALUARSA PENAGIHAN
Pasal 22

#Hak untuk melakukan penagihan kadaluarsa ceielah melampaui  jangka waktu 3 (tiga)
Btahun terhitung  sejak saat terutangnya retribusi. kecuali apabila wajib retribusi melakukan
8 tindak pidana dibidang retribusi
fadalursa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
g2 Diterbitkan surat teguran atau

¥b  Ada pengakuan utang retribusi d

1) pasal ini tertangguh apabila:

arn wajib retribusi baik fangsung maupun tidak langsung




3AB  XVIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 23

§ Wajib retribusi vang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah
" diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat)
Kall Juminh retribusi terutang
Tindak pidana vang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran

BAB XIX
PENYIDIKAN
Pasal 24
L)
i Penyidik pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah
. Daerah diberi wewenang  khusus sebagar penyidik  untuk melakukan penyidikan tindak
pidana perpajakan daerah atau retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang — undang
§ No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
. Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
& 2. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan
dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan agar keterangan atau laporan
tersebut  menjadi lengkap dan jelas
b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan
tentang kebenaran  perbuatan vang  dilakukan  schubungan  dengan  tindak  pidana
perpajakan daerah tersebul.
c. Meminta keterangan dan alat bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak
3 pidana dibidang perpajakan daerah.
£ d Memberikan buku — buku, catatan — catatan dan dokumen - dokumen lain serta melakukan
penyitaan terhadap alat bukt tersebut.
Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan alat bukti pembukuan, pencatatan dan
dokumen — dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap alat bukti tersebut.
f Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana
dibidang perpajakan daerah.
Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa
scbagaimana dimaksud pada huruf ¢
h. Memberi wewenag atau yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan
i, Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
L 1. Menghentikan penyidikan.
k. Melakukan tindakkan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindakan pidana dibidang
perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
EPenyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan
dan menyampaikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
jundang — undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

o

a=



BAB NIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenal pelaksanaannya

Biatur lebih lanjut oieh Bupau

Pasal 20
Wan dacrah int mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Wetiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perdturan Daerah ini dengan
fhatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao.

B a’a.
16 Juni 2004

NDAO.)/

E CHRISTIAN NEHEMIA DUATAK
angkan di Ba'a :

tanggal 18 Juni 2004 ///

EK},({_,ET:\RI'S PDAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
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BLARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAQ TAHUN 2004 NOMOR 029
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PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 30 TAHUN 2004.

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

_ Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang , Pemerintahan  Daerah
@mengisyaratkan  perld  melakukan penataan sumber — sumber penerimaan Daerah sesuai
iengan  kewenangan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1999
Wentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

Dengan berlakunya Undang — undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang
Fundang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka setiap
geraturan - yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus sesuai dengan
Undang — undang dimaksud.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

Dacrah Kabupaten Rote Ndao menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao tentang
Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pasal demi pasal
Pasal | sampai dengan pasal 26 cukup jelas.

EMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 034.



